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WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG 
NOMOR r'I TAHUN 2013 

TENTANG 
TATA CARA PEMBETUIAN, PEMBATALAN, DAN PENGHAPOSAN PTUTANG 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA. 
WALIKOTA PALEMBANG, 

Men.imbang: a. bahwa dalazn rangka memberikan jarninao bukum yang adil 
dalam melaksanakao pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan Pcrkotaan di Kota Palembang aejalan dengan 
ketentuan Pasal 19 Fbaturan Dacnili Kota Pa.lembaog 
Nomor 3 Tahun 2011 tcntang Pajak Bumi clan Bangunan 
Perkotaan, pcrlu memberikan pcdoman yangje.la.s dalaJn tat:a 
cara pcmbctulan, pembatalan dao pengbapusan piutang 
Pajak Bumi dan B~gunan Perkotaan; 

b. bahwa benl.asarkan pertimbangan sebagaimana. dirnaksn,J 
dalam bun.if a, pcrlu membentuk Peraturan Walikota 
Pelembang tentang Tata Cara Pembetulan, Pcmbatalan dan 
Pengbapusan Piutang Pajak Bumi dan Banguoan Perkotaan; 

Mengingat l. Uruiang-Undnng Nomor 28 Tahun 1959 teotang 
Pembcntukan Daerah Tiogkat D da.n Kotapraja di Swn.at:era. 
Selatan (Lem.baran Negara Republi.k lndcmcsia. Tahuo 1959 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndon.esia 
Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lem.be.ran Negara Tahun 2004 Nomor 
125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437} sebagaimana 
telah diubah bcberapa kall, terakhir denga.n Unciang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang--Undang Nomor 32 Tabun 2004 tenta.og 
Pem.erintaban Dae.ran (Lembarnn Negara Republik lndoncsia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Ondang Nomor 28 Tabun 2009 tcntang Paj~ 
Daerah dan Retribusi Daerah [Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambaban Lembaran 
Negara Republik lodonesia Nomor 5049); 

4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 teotang Tata 
• •Cam Pcla.ksanaao Hak dan Pemeouhan Kewajiben 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 162, Tambaban Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor S268); 



S. Peraturan Daerab Kota Palembang Nomor 3 Tahun 20 l l 
l:f!nt.aog Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lcmbaran 
Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 3 Seri B}; 

MEMUTUSKAN: 

Mcnetapkan: PERATURAN WAUKOTA TENTANG TATA CARA PEM.BETULAN, 
PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN PERKOTMN. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Pcraturan Wal.ikota ini yang dimaks•td dcngan: 

l. Pcmerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang. 

2. Walikota adalab Walikota Palembang. 

3. Kepa.laDina.s adalah Kepala Dinas Pcodapatan Dnerah Kota 
Palembang. 

4 . Unit Pclaksana. Telmis Dina.a adalah Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Dinas Pendapatan Daerah Kot:a Palembang. 

5. Pajak Bumi clan Bangunan Perkotaan yang sela.njutnya 
disebut PBB Pcrkotaan ada1ab Pajak atas Sumi dan/ atau 
Bangunan yang dimiliki, dilcua.sai. dan/ atau dlroaofa-alkao 
olch Orang Pribadi/ Badan, krouali kawasan yang 
digunakan untuk. kegiatan usaha pcrkebunan, pcrkcbunan 
clan pe:rtambangaa. 

6. Piutang Pajak adalab Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perkot:aan. 

7. Bumi adaleh permukaan bumi yang meliputi tana.b dan 
perairan pedaJaroao serta taut wilayah kota. 

8. Bangunan adalab kootrukai teknik ynng ditanam atau 
di\etakk:an secara tetap pada tana.b d.Jul/ at:au perairan 
pedalarnan dan/ atau laut. 

9 . Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya ~gknt ~J?P, 
adaLah harga rata-rat:a yang diperolch dari ~saksi JUal 
beli yang terjadi seca.ra wajar, dan bilamana tidak terdapat 
transaksi jual beli, NJOP dit.entukan melalui perbandingan 
barga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 
baru, atau NJOP penggnnti. 

10. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perko~ . yang 
selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pnbadi atau 



Sadan yang secara nyata mempunyni =mtu hak atas Bumi 
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau 
memiliki, menguasai, clan/at.au mcroemperoleh manfaat 
atas Bangunan. 

11. Tahun l'ajak adalah jangka waktu yang la.IJlan:ya l (sa:tu) 
tahun kalender. 

12. Surat Pemberitah-wm Objek Pajak yang selanjutnnya 
disingkat SPOP, adalah surat yang cligunakan olch Wajib 
Pajak untuk melapo:rkan data subjek clan obj~k pajak PBB 
sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undang 
perpajakan daerab. 

13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang sclanjutnya 
dlslngkat SPFT, adalah smat yang digunakan untuk 
memberitahukan besa.rnya Pajak Bumi clan Bangunan yang 
terntang kepada Wajib Paj.ak. 

14. Surat Setm:an Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 
yang telah dilskulran de:ngan menggimalran formulir atau 
tel.ah dilakukan dengan cara lain Ire kas daerah melaJui 
tempat pembayaran yang cl.itunjuk oleh Wal.ikota. 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKP:D, adalah swat keteta.pan pajak yang menentukan 
besam.yajumlah pokok pajakyang tmutang. 

16. Surat Ketctapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB, ada\ab surat ketetapan 
pajak yang menentukan besamya jumlah poknk paja.k, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 
pokak pajak, besamya san.ksi admi:ni.strativ, clan jumlah 
pajak yang masib h.arus dibayar. 

17. Swat Ketetapan Pajak Da~ Kurang Bayer Ta.mbahen 
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalab surat 
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 
pajak yang telah diteta:pkan. 

18. Surat Ketetapan Pajak Daemh Nihil yang selanjutnya 
disingkat SKPDN, adalah aural kerelapan pajak yang 
merumtukan jumlah pokok pajak sama beaa.mya_ 

19. Surat Ketetapan. Pajak Daerah Lebib Bayer yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah swat ketetapan 
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak karena jumJah kredit pajak lebih besar dari pada 
pajak yang terutang at.au seha.tusnya terutang atau 
seharusnya tidak terhutang. 

20. Surat Pemberitahu.an yang selanjutnya disingkat: SP, 
adalah surat untuk memberitahakan lrepada wajib pajak 
at.as suatu _pajak yang lerutang. 



21. Surat ·Tagiban Pajak Daemh yang selanjuteya dusingalrar 
STPD, tidalah surat untuk melakukan tagiban pajak 
dan/ata.U sanksj administratif berupa bu.oga d.an/atau 
denda. 

22. Surat Keputusan Pemhetulan adalah surat keputusan y.mg 
m~Jkan kesalahan tulis, kesalahan hitu:og, dan/ atau 
kekeliruan dalam pene:rapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perunaang-undangan perpaja.kan daerah yang 
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Teruta.ng, Surat 
Ketetapa.n P-ajak Da.erah, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar, SuratKetetapan Pajak Daerah KurangBayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak D:a:erah. _Nihil, Su.rat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak 
Dae:rah, Swat Keputu.san Pembentulan, atau Surat 
Keputusan Pembe.ntulan, atau Surat Keputusan Kcberatan. 

BABil 
PEMBETULAN DAN PEMBATAIAN PAJAK BUMI 

DAN BANGUNAN PERKOTAAN 

Pasa12 

(1) Pembetul.an PBB Perkotaan dapat dilakukan karena: 

a. SPPT yang salah rulis; 
b. SPPT yang salah hitung; 
c. pernecahan PBB Perkota.an; 
d . dalam SPPT ada ke.lre.l.irua.n _pcnerapan ketentuan. dalam 

Peratura.n perundang-undangan perpajakan. 

(2) Pembetulan PBB Perkotaan sebagaimana di!naksud pada 
ayat (1) dilakukan apabila ada pcrmohonan dari Wajib 
Pajak. 

(3) WalikotB menerhitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB 
Perkotaan yang. kewenangannya dapat dilimpahkan kepada 
Kepala Dinas, serelah ada permohcman dari Wajib Pajak 
sebagaimana di.maksud pada ayat (2). 

(4) SPPT d.apat dibetulkan apabila m.emuat 

a. nama dan alamat Wajib Pajak; 
b. Juas tanah dan Bangunan; 
c. jumlah piutang Pajak; 
d. Tahun Pajak; dan 
e. ta.if Pajak. 



Pa:sa13 

(1) Pembata1an Pajak Bumi dan Bangwum dapat dilakukan 
karena: 

a. SPPl' yang tidak benar; 

b. membat:alkan )lasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak 
yang di.18ksanakao atau diterbitkan tidak sesuai dengan 
ta.ta <,ara yang ditentukan. 

(2) Bentuk Keputusao Walikota clan Keputusa.n Kepala Dina.s 
teotaog Pcmbetulan, Pembatalan PBB Perkotaan baik 
perorangan maupun kole.ktif sebaga.imana dimaksud dalam 
~ 2 dan Pa~ 3 ten:antum dalam Lampiran I sampai 
dengan Lampiran VIlI yang merupakan bagian yang ticlak 
terpisahkan dari .Peraturan Walikota ini. 

BABm 
KEDALUWARSA 

Pa.sal4 

(1) Bak untuk me1akukan peliagi.han pajak., ~ 
set.elah melampaui jangka wak.tu 5 (lima) tahun terhihmg 
sejak saat terutaog pajak, kecuali apabila Wajib Pajak 
melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah; 

(2) Ked.aluwa.rsa penagiban pajak sebagaiman dimak,rod pada 
ayat (l} tertlUlggU.Og apabi.1.a; 

a. diterbitkan surat teguran dan surat pak:sa; atau 

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik 
langsung maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa 
sebagaimaoa dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwania 
penagihan d.ihitung sejak tanggal penyampaian aurat paksa 
t:ersebut. 

(4) Pengakuan ulang Pajak secara langsung sebagaimaa.a 
d imaksnd pada ayat (2) huruf b adalab Wajib Pajak de:ngan 
lresadarannya menyatakan masih mempunyai ~tang pajak 
don belum melunasinya kepada Pcmerin.tah Kota. 

(5) Pengakuan utang secara tidak lrulgsung sebaga.iman.o. 
dimaksnd pada ayat (2) bw:uf b dapat. dilcetahui dari 
pengajuan pelJllohonao aogsuran atau pemmdaan 
pembaynmn clan permohonan keberatan ol.eh Wajib Pajak. 



B.AB lV 
PENGHAPUSAN PIU1'ANG PAJAK BUMI 

DAN BANGUNAN PER.KOTAAN 

Pas.al 5 

(1) Walikota dapat menghapuskan Piutang Pajak dikarenaka.n 
tidak bisa t.ertagih dan sudah lredaluwarsa. 

(2} Pcngha.pusan Piutnng Pajak f'r.bagairnaoa dimaksud pada 
aynt (1) dilakukan oleh Walikota berda."8rlcJ!o permohonan 
penghapusan Piutang Paj!!,k oleh Kepala Dinas. 

(3) Peanohonan penghapusao Piu.tang Pajak sebagaimana 
d irnaksud pada ayat (2) memuat 

a. nama dan alamat Wajio Pajak; 
b.jumlah piutang Pajak; 
c. Tahun. Pajak; clan 
d.. alasan penghapusan piutang Pajak. 

(4) Piutang Pajak yang dapat dibapuskan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. SPPT PBB Perlrotaan; 

b . SKPD PBB Perlrotaan; 

c. STPD PBB Perkotaan; 

d. SKPD PBB PeTkotaan; 

e. SKPOKBT PBB Pet:kotaan; 

f. SUrat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan 
jumlah pajak yang harus dibayer bertmnbeh; at.au 

g. objek pajak yang berda.sarkan penelitian tidak termaksud 
kriteria PBB Perkotaan.. 

(5) Piutang Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menuni.t data 
tunggalmn PBB Pcrkotaan )'flllg tidak dapal atau tidak 
mungkin ditagih lagi disebabkan karena: 

a. Wajib Pajak dan/atau pe.nanggung Pajak tidak dapat 
ditcmukan atau meninggal dania dengan tidak 
menin.ggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli 
wari.s atau ahli waris tidak dapa:t ditemuk.an; 

b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajnk tidak 
mempunyai hart.a lrekayaan lagi; 

c. tidak ditcmukan alamat pe.millknya karcna objck pajak 
sudah tutup dan alih manajemen; 



d. hak untti.k m.clakukan penagihan sudah kedaluwarsa; 
atau 

e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena seba.b lain, 
seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan Jagi at:ao. 
dokumen sebagai dasar pcnagihan pajak tidak lengk.ap 
atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang 
tidak dapat dihindarkan seperti bencana a.lam, kebakaran 
dan l.aln sebagainya; 

(6) Pi:utang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data 
tJmggakan PBB Perkotaan yang tidak dapat atau tidak 
mungkin ditagih lagi disebabkan ka:rena: 

a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, 
di.reksi, .komlsaris, pemegang sabaro. pem.llik modal atau 
pjhak la.in yang dibebaru untuk melakukan pembe:resan 
atau likuidator atau lruratir tidak dapat ditemuknn; 

b. Wajib Pajak dan/atau penangguog Pajak tidak memlliki 
harta kelw;yaan lagi; 

c. penagihan Pajak secara. aktif telah dilaksaoakan dengan 
penyampaian salinan surat paksa .kepada pengurus, 
direksi, likuidator, kucator, pengadilao negeri, pengadilan 
niaga. bai:k seca.ra langsung maupun dengan 
menempelkao pada papan pengu:munan atau media 
massa; 

d. bak untuk. melakulam penagi.baD Pajak sudab 
kedaluwarsa:; atau 

e. sebab lain sesuaihasil penelitian. 

Pasal6 

(1) Ontuk memastikan.keada.an Wajih Pajak atau Piutang Pajak 
yang tidak dapat atau tidak mungk.in ditagih lagi 
sebaga.imana dfmakst1d d.alam. Pasa1 2, wajib dilakukan 
penelitian. setempat atau peneliti.an adroioistrasi oleh Unit 
Pe1aksaoa Tekn.is Dinas di Kecamatan dan dinas yang 
hasilnya dilaporkan dalam laporan basil penelilian. 

(2) Laporan basil penelitian seh:\gaimaoa dimaksud pada ayat 
(1) harus menggambar.kan keadaan Wajib Pajak atau 
Piutang Paj!lk yang be:rsangkutan sebagai da.sar untu.k 
menentukan besarnya Ph.ltang Pajak yang tidak dapat 
ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapu.s. 



Pasal7 

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud da1am Pasal 3 hanya 
dapat di usulkan untuk dibapus setelah adanya laporan basil 
penelitian sebagairnano climaksud da1am Pasal 6. 

Pasal 8 

(1) Unit Pclaksana Teknis Oinas Pendapatan Oaerah di 
Xecamatan setlap okhi.r tahun takwin menyusun daf\:ar 
usulan penghapusan piutang Pajak berclasarkan laporan 
basil penelitan scbegairoaoa dimaksud dalam Pasal 7 . 

(2) Dafta.r usulan penghapusan Piutang Pajak scbagaimana 
d.i.m.aksud pada ayat (1) setiap awal t.abun berikutnya 
disampaikan kepada Kepe.la Di.ruts.. 

(3) .Kepala Dinas roenyampaikan daftar usulan pengqapusan 
piutang Pajak yang telahditeliti kepada Walikota. 

Pasal9 

(1) Fonnulir yang dipergunakaD untuk pelak:ztanaao usul 
pengbapusan Piutang Pajak adalah daftar Piutang Pajak 
yang diperkirakan tidak dapat at.au tidak mungkin lagi 
untuk dilakukan penelitian set.empat atau penclitian 
administrasi tentang kcdaluwnrsa pt,nagfuao Pajak. 

(2) Buku yang diperguoakao untuk pelal<88oaao wntl 
penghapusan Piutang Pajak ada1ah buku register usulan 
penghapusan Piutang Pajak. 

(3) Bentuk fonnullr dao buku s,-hagairnana dimaksud pada 
a_yat (1) dan aya:t (2), dit.etapka.n Jebih lanjut oteh Kepala 
Dinas. 

Pasal 10 

(1) l3e.n:lasarkan permobonan penghapusan sebags.imana 
dimakand dalam Pasal 5 ayat (5) dao ayat (6), Kepala Dinas 
dapat menctapkan penghapusan Piutaog Pajak sampai 
dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(2) Pcnghapusan Piutang Pajak Wajib Pajak Badan 
sebagaimana da1am Pasal 5 ayat (6) yang besamya di ams 
Rp soo.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkao oleb 
Walikota. 



,.-

LAMPIRAN D 
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR TAHUN2013 
TENTANO TATA CARA PEMBE'JVLAN, PEMBATAI...AN DAN 
PENGHAPUSAN PilTrANO PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERKOTAAN 

CON'l'OH KEPtmJSAN WALIK.OTA PAI-EMBANO 'IENTANO 
PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN 

SECARA KOLEKTIF 

KEPlll'USAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR. .... TAHUN .•..•... 

TENTANO 
PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN 

SECARA KOLEKTIF 

WAUKOTA PALEMBANG, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembetulan 
Pajak Bumi dan Banguoan Perkotaan, secara Jrolc.ktif 
Nomor .........•.••........... Tangg.il ....... ... .. ............... mclabti 
LVRI/Lw-ah .. .......... ..... ........... yang <litcrlma olch petugas 
be:rdasackan at.as SPPT PBB NOP .................................... . 
Tahun Pajak .•..... dnn dmgi,o mempcrtimbongkan basil 
penelitian yang dituangJam dalam laporan haail peneJitian 
PcmbetuJan PBB Nomor ............ .... .......... . 
um(®ll.... ... .. . . . .. ..... .. .. . ... perh1 dilaJmJmn pcmbetu.l.an atas 
PBB Pcdcota.an dim.aksud; 

b. bahwn berdasarknn pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam hwuf a.perlu mmetapknn Keputusan Walikota 
Palembang tcntang Pcmbetulan Pajak Bumi dan Bangunan 
Pcrlrotaan Secar-a Kolc.ktif; 

Mcngingat: 1. Undong-Undo.ng Nomor 28 Tahun 1959 t.entang 
Pembeotukan Daerab Tingkat D dan Kotapraja di Sumatem 
Sclatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 73, TQmhabao Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 1821}; 

2. Uodang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenteng 
Pemcrint.ahan Dacro.h (Lembaran Negara Tahuo. 2004 
Nomor 125 Tambahan Lcmbaran Ncpra. NOD1or 4437) 
sebagamuma teJah_ diubah bcberapa kali terakhi:r dengan 
Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Rcpublik IDdoneei.a. Tahun 2008 Nomor 59, Tambab.an 
Lembaran Negara Republik lud.onesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tamm 2009 tcntang Pajak 
Daerah dan Re-tribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 'fahun 2009 Nomor 130, Tmnba.ban Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Pcroturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011 
ten.tang Pajak Bumi den Bangunan Pcrkoman (Lembaron 
Daerah Kota Palc:mbang TahUD 20 l1 Nomor 3 seri B); 

5. Pcmtunm Walikota Palembnng Nomor... Tahun 2013 
teDt.ang Tata Cara Pembetu.lan, Pembat.alan dan 
Pengnapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perlrotaan 
(BeritaDaerah Kota PalembangTahun 2013 Nomor ... ); 



MEMUTUSKAN: 
Mi:netapkan: 
KESATtT : Meoerima seluruhnya/Menerima sebagi.an/Menolak •) 

pennohonan pcmbetulan PBB tenrt.ang yung tercantum dalarn 
SPPT PBB NOP ................................. Tahun Pajak 20 .... sebagai 
berilrut 
a. Wsjib Pa;jak 

Nam.a ................................................................ . 
AJamat ........................ .................................... .. 

b. Obyek Pltjak 
Noma 
NOP 
Alamat 
Kehnuhan ................................................................ . 
Kecamatnn : ........................................... .................... . 
Kota ................................................................ . 

KEDUA : Sesuai Diktum KESATO, rincian. ~ cliuraikan sebagai 
bcrikut: 

No. Uraian Data Hanil 
Sebelumnya Pcmbetulan 

1 Na.ma Wajib Pajak 
2 Korcksi Luas Tan.ah 
3 Lua.a Bangunan 

(LHP Pembetolan PBB 
sccara perorangan) 
Nomor: LHP .... Tanggal 
Pcndaftaran Data Baru 
seoogai:maoa tercantu.m 
do.lam SPOP kolcldif 

KETIGA : Keputusan i.oi berla1cu pada tanggal clitctapk.an dan 
apabila tcrnyata terdapat kekdirUan akan diadakan perubahan 
clan -pcrbaikan sebagaimana mestiDya. 

KEEMPAT : Asli kc_putusan mi disampa.ikan kcpada Wajib Pajak clan Salinan 
Keputusan i.oi diaimpan sebagai arsl:p Duia8 Pendapotao Oaerah 
Kota Palembang. 

Ditctapkandi Paleinbang 
pada~ .................. . 

WAUKOTA PALEMBANG, 

ROMIHERTON 



B/\B V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal ll 

Peraturan Walikoto ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengclahuinya, memerinlabkao 
pcngundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Derita Daerah Kota Palembang. 

Diundangkan di Palembang 
pada Tanggal .2:s t>~i.<>-M'ou '°'"ll. 
SE ARJSDAERAH 

KO ALEMBANG, 

UC K HfDAYAT 

Oitctapkan · ang 
pa.da tangg \q_"'->oe.~ 20\!, 

SERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR r'f 



--. 

~ 1 
PERATURAN WAIJKOTA PALEMBANG 
NOMOR TAHUN 2013 
TENT.ANO TATA CARA PEMBEl"ULAN, PEMBATALAN DAN 
PENGHAPUSAN Plt.M'ANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERKOTMN 

CONTOH .KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANO 
PEMBET0LAN PAJAK BUMI DAN BANGUN.AN PERKOTAAN 

KEPlllUSANWALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR ...• TAHUN ..•..... 

TENTANG 
PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN" 

ATASNAMA ................................ . 

WALIKOTA PALEMBANG, 

M<mimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembetulan 
Pajak Bmni dan Bangun.en Pedmwm, atas nama WajJ.'b 
Pajak. .............••••.•......•...••• Nomor: •....................• 
Tanggal. ......... .... atas SPPT PBB NOP .•..............••.•............... 
T-8.b.un Pajak 2013 yang d.iterima oleh petugas dan dengan 
mempertimbangkan basil pcmdltiao yang dib1angkso dalam 
Laporan Basil Peoeli:tian Pem.betu1an PBB 
Nomor ....••.•... ....... Taoggal, .. ... ........ .. .perlu. dilakukan 
pembetulan eta.a PBB Perlwman dimaksud; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sd>agairnaDfi d.imaksud 
dalam huruf a, perlu menetaplmn Keputusan Walikota 
Palemhaog tentang Pembetulan Pajak Bumi da:n Bangunan 
Pe:r:kota.an Atns Nama ....................... ; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentan.g 
Pc:mbcntukan Daerah Tm~ n clan Kotapt'aja di Sumatem 
Se!at.an_ (Lembaran Negara Republik Iruhm.esia Tahun 1959 
Nomor 73, T-ambahan_ Lembanm Negara Republik Indone&a 
Nomor 1821); 

2. Undang-U.ndang Nomor 32 Tabun 2004 a;otaog 
Pemerintab.an Da.erah (Lemb.aTim Neg;ua Taluin 2004 
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
SMagaimana telah cliubah bebe:rapa ka1.i. terakhir dengan 
Undang-Uodang Nomor 12 Tabun 2008 (Lembaran Negiua 
Rq>ublik Indonesia Tabun_ 2008 Nomor 59, Tambahan 
Umbanm Negara Republik Indoncaia Norn.or 4844); 

3 . Undaog-Undang Nomar 28 Tab.un 2009 tenumg Pajak 
Daerah dan Retribusi. Dacrah (Lembaren Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarobabao Lembaran 
Negara Repu.blik Indonesia Nomor 5049); 

4. Peraturan. .Oaerab Kota Palembang Nomor 3 Tabtm 2011 
tentang Pajak Bumi clan Ba.ngunan Pci:kota.an (Lembar:an 
Daerah Kota PalnnbangTabun 2011.Nomor 3 Seri B}; 

5. Peratumo Walikota Palembang Nam.or... Tamm 2013 
tentaog Tata Cara Pembetula:n, Pembatahm, dan 
Pengllapusan Piutaog Pajak Bumi dan Bangunan 
Perlrotaan (Be:rita Daerah Kota Palembang Tabun 2013 
Nomor ... J; 



KESATU 

KEDUA 

KETIOA 

Melaku.kan pembetu.lan atas PBB Pcrkotaan secara kolektif 
scbagaimaoa tertuang dalam Lampiran yang rnerupakan b~ 
yan_g tidak terpi£ahkan dari keputusan ini. 

Keputusan ini mulai berlaku poda tanggal ditetaplam dan 
apabi)a t.cmynta te:niapat kekeliruan akan diadak.o.n 
perubahan dan perbailmn scbag,limanamesti.nya. 

Asli keputusan ini dlsampaikan kepada Wajib Pajak dan 88Jinao 
Keputusan ini diai.mpan sebagai an.ip Dinas Pendapat.an 
Daerah. 

Ditetapkan di Palembang 
pada t.anggal .................. . 

WALIKOTA PALEMBANG, 

ttd 



Menctapkan: 
KESATIJ 

KEDUA 

KETIGA 

MEMUTUSKAN: 

Meneri.ma S(!!u.ruhnya/Meneri.ma scibagian/ Mcnolal< ') 
pennohonan pembetulan PBB terutang yang ter.cantum dalam 
SPPT PBB NOP ........ ........ .. ...... ... ... ... Tahun Pajak 20 ... . scbagai 
ber.ilrut: 
a. Wajib Pajak 

Nama 
Alrunat 

b. Qbyek Pajak 
Na.ma 
NOP 
Alrunat 
Kelurahan 
Kecamatan 
Kota .... ......................... ............................ · ...... . 

S<;suai Di.ktwn KESA'fU , rincian pembetulan diuraikan sebagai 
be'rikut: 

No. Uraian Data Hasil 
Sebelwnnya Pembetul.an 

l Na.ma Wajib Pajak 
2 Koreksi Luas Tanah 
:i l.uas Bangunan 

(LHP Pembetulan PBB· 
secara perorangan) 
Nomor: LHP .... l'anggal 
Penda{taran Data Baro 
S1.1bagaimana tercantum 
dalam SPOP koleklif 

: Koputusan ini betlaku pada tnnggal clitc tapkan dan 
apabill\ femyata terdapat kckeliruan akan cliadakim pcrubaban 
clan perbaikan sebagaiman.a mestinya. 

KEEMPAT : Asli kcputu~ lni clisampaikan kcpada Wajib Pajak clan Salinan 
Keputus.m i.ni clisimpan sebagai a,,sip Dinas Pendapatan Daerah 
Kota Palembang. 

Diretapkan di Palembang 
pada tanggal ..... ........ ..... . 

WALIKOTA PALEMBANG, 



-
LAMPIRAN m 
PERATURANWALIKOTA PATEMBANG 
NOMOR TAHUN 2-013 
TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN 
PENGHAPUSAN PnrrANG PAJAK BUMI DAN BANGIJNAN 
PERKOTAAN 

CONI'OH KEPUrUSAN KEPALA DINAS PENDAPA.TAN DAERAH 
KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBETULAN 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAEJ 
KOTA PALEMBANG 

NOMOR. .... TAHU?L .. --,-

TEN'l'ANO 
l'EMBETULANl'AJAICBl,JMI DAN BANOONAN PERKOTAAN 

ATAS NA.MA·····················-···· 
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG, 

tlmirnbang : a. bahwa sehulnmgan dengim. surat peimohODlm pcmbctD1an 
Pajak Bumi clan Bengunan Perkotaan. atas n.ema Wa,iib 
Paj.ak.•-·· ......... ..... .............. Nomor: ............ .......•.......... 
Taoggal ............. atas SPPTJ>BB NOP .................................. . 
Tah:un Pajak 2013 yang ditm:ima oleb petu.gas dan dcng8.n 
mempertimbangknn basil penelitian yang dituaugkan dalam 
Laponm Hairu Pcnclitian Pembetu1an PBB 
NolllOI'.,........ .. ...... Tanggal........... ....... perlu dilakukao 
pembetu.lan atas PBB Perlrotrum dim.a.larud; 

b. bahwa be:rdasa:r1mn pertim.bangnn. Febegaimana dimakauo 
dalmn huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas 
Pendapatan Da.erah Kata Palembang t.entang Pe:mbetulan 
P8jQk Bumi cl.an Bmlgun.an Pe,-ki)lllan Atas Nam.a. ... ..... .. .. ; 

Mengingat: I . Undang-Undang Nomor 28 TahUD 19S~ tent:ang 
l?cmbe:ntukan Dacrah Tingkat Il dan Kot:apraja di Sumatera 
Selatan (Lembanm Negara Republik Indonesia Tnhun 1959 
Nomot 73, Tambahan Lemba:ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1821}; 

2. Undang-U.ndang Nam.or 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Le.mbaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125 Tambahan lernbarnn Negiua Nomor 4437) 
sebagaimaua telah diubah bebetapa kali tm:akhir den.gen 
U.nd.ang-Undang Nomor 12 Talum 2008 (Lembaran Nesa:m 
Republik Indoru:Si.a TahUD 2008 Nomor 59, 'I'ambalum 
Lembaran Negara Republik lndoncsiasNomQ?' 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Talum 2009 •eotang Pajak 
Daerah clan Ret:ribusi Oaerah (Lcmbaran Negara Repuhlik 
IndoneSia Tahun 2009 Nomor 130, Tambaban I.c:mbanm 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

<t. Peraturan Daenib Kota Palembang Nomor 3 Tahun 20l l 
teutang Pajak Bunn clan &ngunan Pedrotaan ~ 
Dacrah Xota.PalembangTahtm 2011 Nomor 3 Seri B); 

5. Peraturan Walilwta Palembang Nomor... Tahun 2013 
ten.tang Tata Cara PembetUlan, Perobatalan 
dan Pe.nglu!pusan 'Piutang Pajak . Bumi clan Bangunan 
Perkotaan (Berlta Daerah Kota ~alem6ang Tabun 2013 
Nomor ... ); 



KEDUA 

KETIOA 

.Mt!IBtoJKao pem.oeru.tan ata.a t"~!j !"eI'KOtruU1 ~ 1um, ... w 
sebaga.imana tertuang dalam Lampi.ran yang merupakan bagiao 
yang tidak. ~sabkao dari ~eputu.san ioi. 

.Keputusan ini mulai. ber:laku pada tanggal ditetapkan cl.an 
apabila temyata tenlapat kekeliruan akan diadakan 
perubahan dan pcrbai.ka.o sebagairnmia 111Cstinya. 

.Aa1i lmputusan ini di.sampaikan k.epada Waji"b Pajak dan Salinan 
Keputu&an ini disimpan scbagai .aIBip Dina.8 Pendapatan 
Daerah Kota Palembang 

Dit.etapkan di Palembang 
pada tanggnJ ........... ....... . 
.KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH 
.KOTA PALEMBANG 



MEM01'U$KAN: 

Menetapkan : 
KESATU : Mela.kukan pemberulan atas PBB ~kotaan Sl<Cara kolcktif 

sehagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupak;n, biigian 
yang tidak te rpisahkan dari keputusan ini. 

KEOUA 

KETIGA 

Keputusan ini mulai berlakl.1 paaa Langgal dllelapRan dan 
apabila tem}'llta terdapat kekeliruan akan diadakan 
perubahan dan perbaikan sebagaimana mesti.oya. 

Asli keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak dan SaUnan 
Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pcndapatfln 
Daerah Kota Palembang 

Ditetapkan di Palem,bang 
pada tanggal .................. . 
KEPALA OJNAS PENDI\PATAN DAE.RAH 
KOTA PAL~MBf\NG 



;--

LAMPIRAN IV 
PERATURAN WALIKOT,' PALEMBANG 
NOMOR TAHON 2013 
TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN 
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BOMl DAN BANGUNAN 
PERKOTAAN 

CONTOHKEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAB 
KOTA PALEMBANG 'I'ENTANG l'EMBE'J'ULAN 

PAJAKBUMI DAN BANGUNANPERKOTMN SECARA KOLEK'IIF 

KEPUIUSANKEPAIADINAS PENDAPATAN DAERAH 
KOTA PALEMBANG 

NOMOR .... TAHUN ...... ,. 

TENTANG 
PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN 

SECARA KOLEKTIF 

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG, 

Mcnimbang : a. bahwa sehubungan deogan surat permnbanao pembetnlan 
Pajak Bumi dan Baoganan Petkota.an, sccara k.okktif 
Nomor ..... ..... .. ................ Tanggal.. ..............•........... melalui 
LVRI/Lurah ............................ yang ditcrima oleh petugas 
berda8ar.kan atas SPP'I' PBB NOP .................. .... ....... ..... .. . 
Toh1m Pajak ......• den dengan mempe:rtimbanglam hasfJ 
penditiao yang diNanglam dalam Japonm hMi1 ~elitinn 
Peogurangan PBB Nomor •.............. ............ 
nmggat .......................... pedu mlaJmkan pembetu.lan ams 
PBB Perkotaan dimak:sud; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan ~bagi>irnana dimaksu.d 
dalam huruf a,perln me:netapkan ~ntusan KepaJa DinaB 
Pendapatan Da.e:rah Kota tentang Pemhetulan Pajak Bumi 
dan.Bangunan Perkot.aan Secara Kolektif; 

Mengingat: 1. Undang-Undsng Nomor 28 Tabtm 1959 1lmtBng 
Pembentnkan Daenm 'lingkal Il dan Kotapraja di Sumate:ra 
Selatan (Lembarsn Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 73~ Tanibabao t.embatan Negara .Republik mdooesie 
Nomor 1821); 

2. Uodang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (u:mbamn Negara Tabun 2004 
.Nomor 125 Thmbahan Lembanm Negara Nomor 4437) 
sebagaimene telah. diubah beberapa 1mli terakh:ir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lemharan Negara 
Republik lodCIJlesie Tahun 2008 Nam.or 59, Tambilben 
Lemba.ran Negara R.epnl>Jik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nam.or 28 Tahnn 2009 ttnrang Pajak 
Daerab dan Retribusi Daenm (Lembaran Negara Republik 
Judonesia Tahun 2009 :Nomor 130, TBJDbaban Lembaran 
NegµmRepublik Inlronesia. Nomor 5049); 

4. Peratnran Daerab Kata Palembang Nomor 3 Tahun 2011 
tentaog Pajak Bumi dan Baoganen Pedmtaan (Lcmbaam 
Daemh Kota Palembang Tuhun 2011 Nomor 3 Seri B); 

S. Per8turan Walikot.o. Palembang Nomor ... Tidnm 2013 
tentaug T~ Ca:ra Pem.betulan. Pembate.lan dan 
Pe.ngbapusan Piu1ang-pajak Bumi danBangunan Perlrotaan 
(Berita Daenili Kota Palembang Tahun 2013 Nomor ... ); 



MEMUTUSKAN: 
Menetap~ 
KESATU : Menerimn selurub:nya/Meoe:rima sebagian/Menolak ") 

KEOUA 

KETIGA 

permnhonan pembetulan PBB terutaog yang tercantum da1ain 
SPPf PBB NOP .................•............... Tahun Pajak 20 ...• aebagai 
be.rikut: 
a Wajib Pajak 

Nama . ... " ...... " ...................................................... . 
A1runat ......... ..... .. .... .........•.......•.• ...... ... .. ... ........... 

b . ObyekPajak 
Nema 
NOP 
A1amat 
Keluraban : ..................... ... . , .............. ............ .......... . . 
Kecmnatan : ............................... .. ............... " ............... . 
Kota .................................... ................... ......... . 

: Sesuai OildumKESA'rU, nncian ~tulandiu:raikansebagai 
berikut: 

No. Ura.ian Data Hasil 
Scbelumnya Pembetulan 

1 Nama Wajib Pajak 
2 Koreksi. Lu.as Ta:nah 
3 Luas Bangunan 

( LHP Pembetu.J.an PBB 
secara perorangan} 
Nomor: LHP .... Tanggal 
Peodaftaran Data.Barn 
sebagaimana 
tercantum dalam SPOP 
kolektif 

: Kepu.tusao ini berlaku pada 1:t1nggal ditetapkan clan 
apabila temyata terdapat kekcliruan akan diadakan penibahan 
da:n perbaik:an s.-bagaimen e mcstinya. 

KEEMPAT : Asli keyutusan ini clisampaikankepada Wajib Pajak dan SaJinan 
Keputusen ini disimpan scbagni a.r;si_p Dina.s Pendapatan Daemb 
Kota Palembang. 

Ditetapkan di ~alembaog 
pada tanggal ....................... . 

KEPALA DINAS EENDAPATAN DAERAH 
KOTA PALEMBANG, 



MEMUTUSKAN': 
Menetapkan: 
KESATU : Menerima seluruhnya/Menerima so::bagia11/Mc11o!ak •) 

KEDUA 

KE'TlGA 

pennohonan pembetulao PBB terui:ang yang tcrcantum dalam 
S'PPT PBB NOP ............................ -..... Tahun Pajak 20 .... sebagai 
berikut: 
a. Wajib Pajak 

Nruna 
Alamat 

b . Obyek Pajak 
Nama 
NOP 
Alamat 
Kelurahao 
Kecamatan 
Kola 

: Sesuai Diktmn KESATIJ, rincia.n p orobotulan diurai.kan sebagai 
berikut: 

No. Uraian Data Basil 
Sebclumny_a Pembetulan 

1 Nama Wajib Pajak 
2 Koreksi Luas Tanah 
3 Luas Bangunan 

( LHP Pembetulan PBB 
seca:ra pcrorangan) 
Nomor: LliP ..•. Tanggal 
Pendafta.ran Data Baru 
sebagaimana. 
tercantum dalam SPOP 
l<6lektif 

: Kepun1san ini berlaku pada langgal ditetapkan dan 
apabila cernynm terdapac kekeliruan akan diadakan perubahan 
dan perbaikan sebagaimana: mcstinya. 

KE.EMPAT : Asli kcpu.tusan inidlsampaikan kepada Wajib_Pajak dan Salinan 
Keputusan. ini disimpan sebagai ars.ip Dinas Penclapatan Daerah 
l<ota Palembang. 

Ditetapkan di Palembang 
pa<.la langga) ....... .. ... ........... . 

KEPALA DINAS PElNDAPATAN DAERAR 
KOTA PALEMBANO, 



--
LAMPlRAN V 
PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG 
NOMOR TAHUN 2013 
TENTANG TATA CARA PEMBETUIAN, PEMBATALAN DAN 
PENGHAPIJSAN PIUTANO PAJAK BUMIDAN BANGONAN 
PERKOTAAN • 

CONTOH KEPUTUSAN WAUKOTA PALEMBANG 'IENTANG 
PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANOUNANPERKOTAAN 

KEPUI'USAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR .... TAHON ....... . 

I 

TEN'I'ANG 
PEMBATALAN PAJAK BUMJ DAN BANGUNAN PERKOTAAN 

ATASNAMA ............................... .. 

WALIKOTA PALEMBANG, 

Meoimbaog: a. bahwa schubungan dengan surat pa:mobonan pembatalan 
Pajak Bumi den Bangu.nan Petlrotaan, atas name Wajib 
Pajak. ..••...............•..••.••..••. Nomor: •....••. - •.• ..••••... 
Tanggal. ......•.••... ata.s SPPr PBB NOP ..•..................••• ·-···-·· ··· 
Tahun Pajak 2013 yang diterirna oleb petu~ dan aeogan 
mempc-rtirobangkan lia.sil penclitian yang dituangkan dalam 
Laporan Hasil Peneliti.an Pembatalan PBB 
Nomor •.••..•....•...... Tanggal,. ............... perlu dilakukan 
Pembatalan atas PBB Perkotaan dim.aksud; 

b. hilhwa berd.asarkan pertimbangan sebagairoana tiimalcnld 
Qalam. huruf a,pertu menetapkan Kepunusan Walilwta 
Palrm.bang tentang PembataJan Pajak Bumi clan Bangunan 
Pe:rkotaan At.as Nam.a ............................ ; 

Mengingal : 1. Und.ang-Undang Nomor 28 Tah:un. 1959 tentang 
Pe:mbentukan Daerah Tillgka.t n clan Kotapraja di Sumate:ra 
SeJatsn (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tllhun 1959 
Nomor 73, Tambahan Lemba:ran Negara Rt:J,ublik Indonesia 
Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahlm 2004 ten.tang 
Pemf!rintaban Daerah (Lembanm Negara Tabun 2004 
Nomor 125 Tambahan Lembamn Negara Nomor 4437) 
sebagaimana. t:clah cliubah beberapa kali rerakbir dengan 
Undang-Unclang Nam.or 12 Tatw.n 2008 (Lembanm Negara 
Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 59, Tarnboban 
Lembwan Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang NOlllOr 28 Tabun 2009 ten.tang Pajak 
Daerah clan Rctribusi Oaerah [Lmnbaran Negara Repuhlik 
Indonesia 1'ahun 2009 Nomor 130, Tam:baban Lembamo 
Negara Republlk Indonesia Nomor 5049); 

4: Pctatura.n Daerah Kota Pa1rmbang Namor 3 Tabun .2011. 
tcmUlllg Pajak Bumi dan Bangiroan Perlrotaan (Lernhomn 
Daerab Kota Palembang Tabun 2011 Nomor 3 Seri B); 

5. Pe:raturan Walikota 'Palembang Nomor... Tahun 2013 
teotilng Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, da.n 
Pengh.epusan Piatang Pajak Bumi dan Bangnnan Pedmtaan 
(Berita D~ Kata Palcmbang Tabun 2013 Nomor ... ); 



MEMUTUSKAN: 
Mcnetapkan: 
KESATU : Menmma seJuruhnya/Menerim.o sebegian/Muiolak •) 

permohonan pembatalan PBB terutnng yang tamntwn dalam 
SPPl' PBB ~OP ........ - ............... ·-···-Tahun Pajak 20 .... sebawii 
berikut • 
a. Wajib Pajak 

Nam.a ............ - .................................. - .... ........ . 

Ahunaf ..... ·-·-·······-······ ·-·-·--·-· ·-··-·--·· 
b. ObyekPajak 

Nama ............................................................... . 
NOP ............................................................... . 
Alamat .................. - ............... ·-·-···· ................... .. 
Kdu.raban . . .... _ ........................................................ . 
Kccamatan : ..... - ........................................................ . 
I.Cota 

KEDUA : Scsuai Diktum KESATU, rincian pembatalan ,ijuraJkan sebagai 
berikut: 

No. Uraian Data H8ail 
Sebdumnya .Pembata.lan 

] NIUJlB. Wtljib Pajak 
2 Koreksi LWIB Tanab 
3 Luas"Bangurum 

(LHP Pcmbatalan PBB 
~ perorangan) 
Nomor: LHP ...• Tangsal 
Pendaftaran Data Baru 
scbag;iiroana tl:rcanll1lll 
dalrun SPOP kolektif 

KEnGA : Keputusan ini berlaku pad.o flnl8g.al diielap\am dan 
apabil.o. temyata terdapat kekelirunn e1<an diadakan pcrubahan 
dan pcrbaikan seb~imano mestinye_ 

KEEMPAT : A.sli keputusan ini disampaikan kepada Wajjb Pajak dan Salinan 
K.eputusan.ini disimpan sebagai arsip Diua..8 Paldapatan Oaaah 
Kota Palembang. 

Di~diPakmbe.og 
pad a IDnggal .................. . 

WALlKOTA PALEMBANG, 

ROMIHERTON 



MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: 
KESATt.J : Menerim.a seluruhnya/ Menerima scbagian/Menolak *) 

KEOUA 

KETIGA 

pem1Qbonan pembata.la.n PBB terut.ing yang Lercantum dalam 
SPPT PBB NOP ............ ..................... Tabun Pajak 20 .... sehagai 
berikut: 
a. Wajib Pajak 

Nruna 
Alnmat 

b. Obyek Pajak 
Nama 
NOP 
Alamat 
Keluraha.n .......•... ..... ....... .........•... ..........•.... ....... .... ... 
Kecamatan 
Kota 

: Sesuai Diktum KESATU, rincian pembatalan diuraikan sebagai 
bcrikut: 

No. Uraian Data Hasil 
Sebelumnya f!>embatalan 

1 Nama Wajib Pajak 
2 Korekai Luas Tanah 
3 LuasBani;unan 

(LHP PembatalanPBB 
secaro perorangan) 
Nomor: LHP .... Tanggal 
PendaftAran Data Baru 
sebagaimane tercaJllum 
dalam SPOP kolektif 

: Keputusan JJU bcrlaku peda tanggal diletapkan dan 
apabila 1emyata rerdapal kekeliruan alron diadokao pe.rubahao 
dnn perbaikan scbagaimana mestinya. 

KEEMPAT : Asli keputusan ini dlsampai.kau kepadi:t Wajib Pajak dan Salinan 
Kcpurusan ini disimpan scbagai ersip Dinas Pendapatan Oaerab 
Kota. Palembang. 

Ditelapkan di Palembang 
pada tanggal ....... . .. .... ... . . 

WAlJKOTA PALEMBANG, 



1.AMPIRAN VI 
PERA'JURANWJ\UKOTA PALEMBANO 
NOMOR TAHUN 2013 
TENTANO TKPA CARA PEMBETULAN, PEMBA.TALAN DAN 
PENG.HAPUSAN JlfiJTANG PAJAK BUML DAN BANGUNAN 
PERKOTAAN I 

CONTOH KEPOTUSAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANO 
PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN 

SECARA KOLEKTtF 

KEPcmJSAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR. .... TAHUN ..... 1 .. 

TENTANG 
PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN 

SECARA KOLEKTIF 

WALIKOTAPALEMBANG, 

M.enimbang : a. bahwa sehllbungan deogan mrrat. permobODBD rernbat:s)an 
Pajak .Bumi dan Banguoan Perkotaan, secma koJektif 
Nomor ...•. ..............•.... Tanggal. ........ ................... melalui 
LVRJ/Lurah ···················---··· ··yaug diterima oleb pc$Jgas 
berdrularkan atas SFPI' PBB NOP .................................... . 
Tahtm Pajak ....... clan deogaa lllt!Dlpetli111b,mgk:so basil 
penclitian yang dituangkan tlalam laporan basil penelman 
Pembatalao PBB Nomor ............ .............. . 
tangg,aL .......................... perlu dilaku.kan pemba18lan atas 
PBB Pen<,otaan dimaksild; 

b. bahwa berdasarlam pertimbangan sebligl!i:mana d.im.aksud. 
d.a1am huruf a, perlu menet.apkao Keputusan W~ 
Palembang tentaog Pembatalao Pajak Bumi dan Bangunan. 
Perkotaan Secara Kolektif; 

Mengingat: l. Undaug-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pe:mbentukan Dacrah Tiogkat n dan Kotspreja di Sumate:ca 
SeJatan (Lernbara:n Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 73, Tarribahan Lc:mbaxan Negara Republlk Indonesia 
Nomor 1.821); 

2. Undang-Undeng Nomor 32 Tahu.n 2004 tenbmg 
Perneriotabao Daerah (Lcmbanm Negara Tahun 2004 
Nam.or 125 Tambabeo Letn~an Negm:a Nomor 4437) 
sehegaiman,. telah dfubah bebempa kali terakhir dengen 
Undeng-Ondang Nom.or 12 Tamm 2-008 (Lemba:ran "Negara 
Republi.k. Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahen 
Lembanm NegBJ:& Republiklndonesia Nomor 4844); 

3 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 U11tsog Pajak 
Da:eoih. den Retribusi Deerab (Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 No.mar 130, Tambaban l,embamn 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Peratu.ran Dam-ah Kota Palembang Nomor 3 Tahnn 2011 
tenteng Pajak .Bruni dan Bangunen Perk.ot.aan (Lembaran 
Daerah Kota Palembang Tamm 2011 NOIXlor 3 Seri-a}; 

5. Penuuran Walikota Palembang Nomor ... Tahnn 2013 
ten.tang Tat.a Cara Pernbetulan, PembataJan den 
Penghapusan Piubµlg Pajak 13\lmi danBa.ogunan l'l::ckotaaJl 
(Serita Daereh Kota Palembang Tahun 2013Nomm-... ); 



I 
MEMUTUSKAN: 

Mcnetaplam: 
KESATU : Melaknkan pcmbatalan atas PBB Perkotaan aecara lmlektif 

sebapimana tertnang daJam Lampinm yang merupalam ba8)an 
yang tidak tcrp:isahkan dari la:putnaan ini. 

KEDUA 

KE'IIOA 

Keputusan ini muw bedolo:1 pads tanggal ditetaplcan clan 
apabila temya.ta tl!rdapat kdrdiruan akan diadakso 
pcnibahan dan perbailmn sebegaimanamcstiizya. 

Aali keyutusan ini d;8t1Dlp8ikan kepada Wajib Pajak daD Salinan 
K,:putuaan ini disimpan s-bagi\i Sl'Sip Dinas Ptmdapatan 
Dae:rah Kota Palembang. 

Ditemplam di Palembang 
pad.a t.anggol .................. . 

WAIJKOTA PAIEMBANO, 



MEMUTUSKAN: 

Mc-netapkan : 
KESA.TU : Melakukan pembatalan atAs PBB Perkolaan sec~ kolclctif 

sebagaimana t ertuang dalam Lampinm ylillg m-erupa.kan bagian 
yang tidak t~rpisahkan darl kc_putusan ini. 

1<1!JDUA 

KJ::,,tGA 

Keputusan ini mulei herl.alcu pada tanggal ditetapkan dan 
apabila ternyata tcrdapat kcke1.iruan akan diadakan 
perubahan dan pcrbaikan scb?gaimana me.stinya. 

Asli keputusan ini disampaikan kep>1.da Wajib Pajak dan Salinan 
l\epu1 usan ini disimpau sebagai arsi1, Dinas Pendapatan 
.Vaerah Kota Palt:mbang. 

Ditct:apkan di Pa.lembang 
pad a tanggal ..... .... ........ .. 

WALIKOTA PALEMBANG, 



LAMPlRAN VU 
PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG 
NOMOR TAHUN 2013 
TENTANG TATA CARA PEMBETUIAN, PEMBA.TAl.AN DAN 
PENGHAPOSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERKOTAAN 

CONTOR KEPUTUSAN KEPALA DINA$ PENDAPATAN DAERAH 
KO'fA PAI.EMBANG TENTANO PEMBATALAN 
PAJAK BUM1 DAN BANGUNAN PERKOTAAN 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH 
KOTA PALEMBANG 

NOMOR... ... TARUN .......• 

TENTANO 
PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN 

ATASNAMA .......................... . 

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG, 

Menirnbang : a. bahwa 9ehubungan deugan surat permohonan pembatalan 
Pajak Bumi den &mgunan Pcdrotaan, atas nama Wajib 
Pajak. ............ ............... ..... Nomor: .••....... ............ ....... . 
Tanggal. .....••..... .atas SPPl'l'BB NOP·-·········· .. - - ... .. _ .. , ....• 
TahunPajnk 2013 yang ctirm:irna 'llch petup.s dan denpn 
rnempertimbangkan basil penclitian yang ditnanglam dalaln 
Laporen Hasil Penclitian PcmbatalBD PBB 
Nomor................. Tanggai,................ pcrtu dilekulmn 
pembatalan at.11.s PBB Perlmtaan dimaksud; 

b . bahwa bcrd.asarlam pertimbangan aebagaimana dimakaud 
da1am huruf a , perlu menetnpkan Kqrutusan Kepa1a Dinas 
Pendapatan Daerab Kot.a Palen:ihang t.cuteng Pcnbatalan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perkot:aan AtaB Noma. .•••..•..... ; 

Menglngm : 1. Undang-Uruiang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Os.crab Tingkal n dan Kotapntja di Sumatem 
Sclatan (Lembo.nm Negara Repuhlik Indonesia Tahu.n 1959 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t.entang 
Pemcrint.ahan Daerab (Lembamn Negiua Tabun 2004 
Nomor 125 Tumbahan Lcmbaran Negpnt Nomor 4437) 
sebagairnona lcleh diubah bebe:nlpa kall tcrakhir dengim 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembanm Negara 
Republilc Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Rc:publik Indonesia Nomar 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daer-ah clan Retribusi Daenah. (Lembaran Nepra Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambaban Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5049); 

4 . Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Pajak. Bumi dan Bmlgu.nan Perkotwm (Lembanlll 
~ Kota Palembang Tahun 2011 N01X1or 3 Seri BJ; 

5 . Peraturan Wali.kota Palembang Nomor... Tabun 2013 
t1:ntang Tata Cara Pembet\1Jan, Pemha•alan clan 
Penghapusan Piutang ~ale Bumi dan Bangunan Perkot.aan 
(Bcrita Daerah Kota. Palembang Tabun 2013 Nomor ... ); 



/ . 
MEMUTUSKAN: 

Menctepkan: 
KESATU ; Mcnerima &elurnlmyu/Menerima sehagian/Menolak •) 

KEDUA 

.KETIGA 

permohonan pembat.alan PBB tautaog yang tercantum dalam 
SPP'I' PBB NOP ................................. Tahun Pajak 20 .••. sebagai 
bcrikul: 
a. Wajib Pajak 

Nama .....•...•.•.•.•..•..•..•••.....•......•..•.....................• 

Alamat : ···············•··································•··•···•·••••• 
b. Obyek Pajak 

Nam.a. 
NOP 
Alamat 
Keluralum 
Kttamatan 
Kata 

: Sesuai Dikru.m KESATU, rincian pembatalan diuraikan IICbagai 
berikut : 

No. Urnum Data Hasil 
Sebelumn:ya Pembatalan 

l Nama Wajib Pajak 
2 Kono;ksi. Luas Tmiah 
3 Luas Bangunan 

( LBP Pcmbatalan PBB 
eec:ma. perorangan) 
Nomor: LHP .... Tanggal 
Pendaft.aran Data Baru 
sebagm:maua 
teramtwn d.aJam_ SPOP 
kokktif 

: Keputusan ini berlaku pada tanggitl dru:tapkan dan 
apo.bila temyata tadapat kekcliruan alcan diadakan perubah.an 
dan peroailam IK'~irnRDB mestinya. 

KEEMPAT : Aali kcpurusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak dan Salioao 
Keputu88ll ini disi.mpan sebag&i arsip Din.as Pendapatan Daenili 
~raPalemban~ · 

Oitetapkan di Palembang 
pada tanggal ......... .............. . 

.KEPALA DlNAS PENDAPATAN DAERAH 
KOTA PALEMBANG, 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 
KESATU : Melakukan pembatalan ata& PBB Peckotaan secara kolektif 

sebagaimans tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian 
yang Lidak torpisahkan dari kepumsan ini. 

KEDUA 

KETIOA 

Keputusan ini mu.lai berlaku pada tanggal ditetapkan d8Jl 
apabila tcmysta terdapat kekcliruan akan diadakan 
pentbahan dan perbaikan i;ebagaJmana mestinya. 

Asli kepmusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak dan Sa.Ii.nan 
Keputu:.aa inj disimpnn sebagai arsip Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Pnlembang. 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal ................. .. 
KEPALA DIN AS PENDAPA'rAN DAERAH 
KOTA PALEMBANG, 



LAMPIRAN VIll 
PERATURAN \VALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR TAHUN 2013 
TENTANG TATA CARA PEMBETUl.AN, PEMBATALAN DAN 
PENOHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMl DAN BANGUNAN 
PERKOTAAN 

CONTOH KEPOTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERJ\Ji 
KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBATAU\N 

PAJAK BUMl DAN BANGUNAN PERKOTMN SECARA KOLEKnF 

KEPUTUSAN KE PALA DlNAS PENDAPATAN DAERAH 
KOTA PALEMBANG 

NOMOR. .... TAHUN ....... . 

TENTANG 
PEMBATAL/\N PA,.JAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN 

SECARA KOLEKTIF 

KEeAU\ OfNAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG, 

Mcmirobang : a. bahwa sehubungan dengan surat pennohonan penibat.alan 
Pajak Bumi dan Bangunon Pei:kotaa.u, sec.am lco1ektif 
Nomor . ................... ........ Tanggal .........................•.. melalui 
LVRI{Lurah ............................ yan_g diterima oleh pelugas 
berdasarkan atas SPP'I' PBB NOP .......... ·--······· .. ··········• 
Tahu:n Pajak ....... dan dengan mempertimbangkan basil 
pen,elilian yang dituangkan dalrun Japonm basil penelitian 
Pcngurangan PBB Nomor .......................... . 
tanp...... .... .. . ... ....... .... pcrlu dilakukan pemba.talan alas 
PBB Perkotaan dimak.sud; 

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak:sud 
dalam huruf a,perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas 
Pendapatan Daerah Kola tc:ntang Pembatalan Pajak Bumi 
dan Baogunan Perkotaan Secara Kolektif; 

Mensingac: l. Undang-Unda.ng Nomor 28 Tahun J959 tentang 
Pernbeotui<an Daerah Tingkat n dan Kotapraja di Sumatcra 
Sel.aam (Lei:nbaran Negara Republik Iodon~ Tahun 1959 
Nomor 73, Tambahan Lembarnn Negara Republik lndoneaia 
Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200<! t.entang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tohun 2004 
Nomor 125 Tambah.on Lemba.nm Negara Nomor 4437) 
scbagaim.ana telah diu.bah bebera:pa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembanm Negara 
Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 59, Tambaban 
LembaraD Negara Republik Indonesia Nomor ~); 

3 . Undang-Undang Nomor 28 Tatum 2009 tenta.og Pajak 
Daerah dan Retnousi Daerab (Lembanm Nega.ra Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambaban Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4 . Pera.tu.ran Dae:rah Kota Palc;mbang Noroor 3 Tllhun 2011 
tentang Pajak Bumi dan Bangu.nan Pcrkota.an (Lcmbaran 
Daerah !Cota PaJembangTahun 2011 Nomor3 Seri B); 

5. Peraturao Walikota Palembang Nomor... Tabun 2013 
tentang Tata. Cara Pembelll.lan, Pembatalan dan 
Pengbapusan Piut:ang Pajak Bumi dan Bangunan 1'mrouian 
(Serita Dae.rah Kota PalembangTahun 2013 Nomor ... ); 



I 
MEMT.Tl'USKAN: 

McnetBpka:n : 
KESATU : Mclalrulmn. ~mbatalan atas PBB Pl:rkotaan sec.are kolcktif 

scbagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagi.an 
yang tidak terpisabkaa 4ari keputu.san ini. 

KEDUA 

KETIGA 

Keputusan ini mulai bcrlaku pada tangga1 ditctapkan dan 
apabila trmyat.a l:crdapat kda:liruan alam dindakan 
pe:rubahan dan perbai.kan 9"'bagaimana mestinya. 

A.,.u keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak dan Solinao 
Kcputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pcndepatan 
Oaerah Kota Palembang. 

Ditctnplam di Palembang 
padatanp ................•.. 
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH 
KOTA PALEMBANG, 



MEMUTUSKAN: 
Mcn.ecapkan: 
KESATU : Mep~rima seluruhnya /Menerima sebagian/ Menolak 1 ) 

pennohonan pembatalan PBB teruta.ng yang tercanL1.1m dalam 

KEDUA 

KETIGA 

SP.Pl' PBB NOP .................. ... ... ........ . Tahun PajRk 20 . ... isebagai 
bcrikut: 
a. Wajib Pajak. 

Nl!1lla ................................................................. . 
Alamat : ........................ .. .......... ... ...... ..... ............ . . 

b . Obyek Pajak 
Nama 
NOP 
Alamat 

. . .. ......... ' ............... .................................. . 

. . .. ......... ' ................................................. . 

................................ ·-· ... ·-· ......................... . 
Kelurahan ................ ... .. .......... .. ....... ................... .... .. 
Kecamata,n . ............. .. ...... .. .... ....................... ....... ..... . . 
Kot.a 

: Sesuai Diktum KESATU, rincian pembatalan diuraikan se~ai 
berikut : 

~I). Uraian Data Hasil 
Sebelumnya Pe.mbatalan 

1 Nama W.ajlh Pajak 
2 Koreks.i Luas Tonah 
~ Lua.s Bangunan 

( LHP Pembatalan PBB 
isecara perorangan) 
Nomor: LHP ... . Tanggal 
Pendaftara:n Data Barn 
sebaga.imana 
tercanturo dalam $POP 
kolektif 

: Keputusan lni berlaku pada tanggal ditetapkan dan 
apab.ila temyata terdapru: kekelirnan akan dia.dakan perubahan 
dan perbailaui &ebagaimanamcslinya, 

KEEMPAT : Asli keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak clan Sa1i.nan 
Keputusan ini disim-pan.sebaga,i arsip Dlnas Pendnpatan Daerab 
Kota Palembang. 

Ditctapkan di Palembang 
pad a tangg-d! ................. .... .. . 

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAff 
KOTA PALEMBANG, 


